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BILLY BOBBY PUTRA (B111 13 124) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Nomor : 24/Pid.B/ 2016/PN.Maros)”. Di 
bawah bimbingan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH, MH. Sebagai pembimbing I dan 
Ibu Dr. Haeranah SH, MH. Sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dua hal yaitu, untuk mengetahui 
penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada 
kasus putusan No.24/pid.B/2016/PN.Maros dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus putusan 
No.24/pid.B/2016/PN.Maros. 
Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten Maros 
dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Jenis 
data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara terhadap 
hakim yang bersangkutan agar dapat lebih memahami pertimbangan Hukum Hakim 
dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut, sedangkan data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri 
Kabupaten Maros dalam bentuk surat putusan dengan nomor register perkara 
24/Pid.B/2016/PN.MAROS. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan No. register 
24/Pid.B/2016/PN.Maros sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dalam 
persidangan ini terdakwa terbukti melakukan sesuai dengan apa yang telah didakwakan 
oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, tetapi 
apa yang telah dilakukan oleh terdakwa bukanlah suatu tindak pidana dan unsur onslag 
van recht vervolging yang memperkuat Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa 
dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal itu dikarenakan Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menemukan adanya tindak pidana 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah diatur pada Pasal 1 
ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
yang telah menjadi pendoman dasar sistem Negara Republik Indonesia, 
sistem tersebut yang melatar belakangi kehidupan setiap lapisan 
masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang 
memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan 
tersebut meliputi element tentang bagaimana sistem masyarakat untuk 
bernegara, bagaimana masyarakat berplilaku untuk membedakan mana 
yang boleh dan tidak boleh dilakukan, adapula sistem yang mengatur 
dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya ataupun 
dengan suatu lembaga dan badan bukum, seperti itulah sedikit ulasan 
tentang sistem negara hukum yang ada di Indonesia. 
Sebagaimana diketahui hukum yang memiliki sifat mengikat dan 
memaksa telah menjadi instrument dasar masyarakat untuk dipatuhi, 
salah satu contoh sifat memaksa yang ada pada sistem hukum di 
Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang 
Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). KUHP sendiri terdiri atas tiga buku 
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dimana buku pertama tentang peraturan umum, buku kedua tentang 
kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran, pada ketiga buku 
tersebutlah seluruh lapisan masyarakat yang ada diatur oleh aturan 
tersebut tentang berpelilaku. 
Berbicara tentang perilaku masyarakat sudah pasti ada beberapa 
perlilaku yang menyimpang dari berbagai macam lapisan masyarakat 
yang ada, dari penyimpangan perilaku tersebutlah ada juga masyarakat 
lainnya yang akan menjadi korban dan mengalami kerugian dari perilaku 
menyimpang tersebut. Perilaku menyimpang dari masyarakat tak lepas 
dari sifat jahat yang sudah ada pada sifat dasar masyarakat pada 
umumnya, dan setiap tindak kejahatanpun pasti akan menimbulkan 
korban dan kerugian, jika kita membahas kejahatan sendiri, di Indonesia 
cukup banyak objeknya contohnya seperti pertanahan, tanah sendiri 
telah sering dijumpai menjadi objyek dalam Hukum Pidana dan Perdata 
di Indonesia, mulai dari Sengketa tanah, pemalsuan akta tanah, 
penyerobotan tanah, dan masih banyak lagi. 
Untuk membahas pertanahan sendiri di Indonesia sepertinya tidak 
ada habisnya, karna kita dapat meninjaunya dari segi sejarah, adat, 
Sistem hukum, dan lainnya. Bahkan setiap lapisan masyarakatpun 
memiliki keyakinannya masing-masing tentang sejarah, adat, maupun 
sistem hukum, maka tidak heran jika di Indonesia sendiri sering terjadi 
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keributan sampai penggusuran dimana objek dari kejadian tersebut 
adalah tanah.  
Pada kesempatan ini penulis akan membahas tanah yang ditinjau 
dari segi hukum, menurut penulis sendiri tanah adalah barang yang 
sangat berharga karna tidak membutuhkan perawatan tapi harganya 
akan terus melambung tinggi dan pastinya tanah akan menjadi investasi 
yang menyenangkan bagi para pelakunya 
Tetapi meskipun berinvestasi tanah terlihat begitu menyenangkan 
contohnya seperti tidak perlu perawatan, tetapi terkadang tak semua apa 
yang kita lihat itu menyenangkan akan seterusnya memberikan suasana 
yang indah, meskipun tak perlu perawatan tetapi tanah sebenarnya 
membutuhkan penjagaan ekstra dari sang pemiliknya, meskipun tanah 
tersebut tidak akan hilang dibawa lari oleh sang pencuri tanah tetapi sang 
pemilik tanah harus waspada akan segala kemungkinan yang terjadi, 
seperti penyerobotan tanah, sengketa tanah, atau mungkin juga ada 
orang yang tiba-tiba datang mengaku sebagai pemilik tanah dan orang 
tersebut juga dapat membuktikannya dengan surat-surat dan dokumen, 
lantas sebagai pemilik tanah yang sah versi kantor Notaris xxx apa yang 
harus kita lakukan kepada masyarakat yang melakukan perilaku 




Realita seperti itulah pada dunia pertanahan yang ada di Indonesia, 
hal tersebut akan sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan 
sekarang ini, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para 
pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib 
mereka meskipun tak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak 
keluarga, dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi 
penyerobotan tanah negara maupun tanah yang dikuasai perorangan 
atau perusahaan, hal tersebut sering kita dapati dimana bagunan-
bangunan liar yang biasa kita saksikan yang biasanya berada di lahan-
lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi mereka yang terus 
berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksanya 
harus menyerobot tanah yang bukan hak mereka, di dalam KUHP sendiri 










B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah  penerapan  hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus putusan 
No.24/pid.B/2016/PN.Maros 
 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus putusan 
No.24/pid.B/2016/PN.Maros 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus putusan 
No.24/pid.B/2016/PN.Maros 
 
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 









A. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak 
pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 
dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat.1  
Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak 
pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: 
”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
                                                          
1 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62 
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disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
melanggar larangan tersebut.” 2 
Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak 
pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak 
pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau 
melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan 
hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut 
ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi 
pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang 
menimbulkan kejadian tersebut.  
Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-
aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap 
orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak 
pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan 
ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara 
kejadian dengan orang yang menimbulkan  kejadian juga mempunyai 
hubungan yang erat pula.  
Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan 
mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai 
berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh 
                                                          
2 (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54 
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suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”3 
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan 
hukum pidana” dimaksudkan  akan memenuhi keadaan hukum di 
Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun 
hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat 
mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya 
menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.4  
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk 
mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum jelas 
apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit 
dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh 
karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci 
menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan 
bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain 
itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang 
menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat 
reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.5  
                                                          
3 Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130 
4 Ibid, hal 130 
5 Diktat Kuliah Asas-asas Hukum Pidana 
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Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana 
atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan 
azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak 
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih 
dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine 
praevia lege  (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih 
dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana 
Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 
hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang. 
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi. 
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi 
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untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan 
perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau 
kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) 
adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian 
kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak 
pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu 
perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya 
tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak 
pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah 
terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman 
pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.6 
B. Unsur-unsur Tindak Pidana   
Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan 
sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah 
melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap 
tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
                                                          




Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur 
yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.  
Unsur  subjektif adalah  unsur-unsur yang  melekat  pada  diri  si 
pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan  diri  si pelaku,  dan  termasuk 
ke  dalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang  terkandung  di dalam hatinya. 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yan ada  
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu  harus dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti  
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau ogmerk seperti yang terdapat misalnya di 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 




Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Seorang ahli 
hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut :7 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
C. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah  
Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah 
     Istilah ‘menyerobot’ pada dasarnya banyak digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata ‘serobot’. 
Penyerobot adalaha orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan 
penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kaus besar 
                                                          
7 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal 88 
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Bahasa Indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukumnya diarikan 
sebagai berikutt : 
1. Mengambil haka tau harta dengan sewenang-wenang atau dengan 
tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, 
menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya). 
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-
diam. 
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, 
menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak, dan 
sebagainya) 
Aturan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah 
Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau 
sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan 
sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah 
milik orang lain secara melawan hukum,  melawan hak, atau melanggar 
peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat 
digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum 
pidana.8 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 
1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau 
Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak 
                                                          
8 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 2009), hal. 70 
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atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman pidana. (Pasal 2 dan Pasal 6). Kedua pasal tersebut 
berbunyi sebagai berikut : 
1.  Pasal 2 yang berbunyi : “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang 
berhak atau kuasanya yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah : - 
Memakai tanah tanpa ijin - Tanpa ijin yang berhak  
2.      Pasal 6 yang berbunyi :   
a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 
4 dan  Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
1) barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya 
yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan 
dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 
5 ayat (1);  
2) barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah  
didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;   
3) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan 
dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud 
dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;   
    4) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk 
melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) 
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pasal ini;  b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang 
diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana 
dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda 
sebanyak-banyakrrya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa 
yang melanggar atau tidak memenuhinya.   
   Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Unsur 
Pasal 6 : - Barangsiapa - Memakai tanah tanpa ijin - Mengenai tanah 
perkebunan - haknya atas suatu bidang tanah - Memberi bantuan 
dengan cara apapun 
   Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa 
pasal dalam KUHP, di antaranya; 
   Pasal 167 KUHP, yang mengatur : 
4. Barangsiapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau 
pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum 
atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan 
yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam 
pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
5. Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan 
menggunakan alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan 
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palsu, atau barangsiapa tidak tahu yang berhak lebih dulu serta 
bukan karna kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu 
malam, dianggap memaksa masuk. 
6. Jika megeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat 
menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan. 
7. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika 
melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum dengan cara 
menyerobot le suatu obyek tanah milik orang lain dengan maksud 
menguasai tanpa hak. 
    Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan 
terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan 
sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stellionaat, 
yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun: 
(1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau 
membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah 
Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau 
pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut 
mempunyai hak atasnya adalah orang lain. 
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(2) Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, 
atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah 
lndonesia yang telah dibeban crediet verband, atau sesuatu 
gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah 
yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang 
adanya beban itu kepada pihak yang lain.   
(3) Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan credieet 
verband mengenai sesuatu hak tanah lndonesia, dengan 
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang 
berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;  
(4) Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau 
menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui 
bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas 
tanah itu;   
(5) Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan 
tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak 
diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah 
digadaikan;   
(6) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau 
menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, 
padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang 




Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 167 dan Pasal 
385 KUHP merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak 
penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa 
“pelaku penyerobotan tanah” dan dikatagorikan sebagai tindak 
pidana kejahatan.  
Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah  
            Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi 
waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan 
pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu 
sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak 
pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan 
jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau 
dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan 
dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi 
segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.  Atas 
dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku 
tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat 
suatu strafbaarfeit, melainkan harus juga strafbaar persoon atau 
seseorang yang dapat dihukum apabila strafbaarfeit yang 
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dilakukan itu tidak bersifat wederchttelijk dan telah dilakukan baik 
dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.9 
        Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi 
unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana 
penyeroboton tanah yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya 
memuat unsur-unsur sebagai berikut:  
1. Pada Waktu Perolehan  
Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandasan pada adanya 
tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang 
diberi kualifikasi sebagai stelionat atau dapat disebut penipuan 
yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal 
ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh 
penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-
bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah.   
Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur  
sebagai berikut: 
Unsur Subyektif:  
1) Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan  
dengan melawan hukum;  
Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku 
untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan 
                                                          
9 P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, hal. 174. 
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pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan 
memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti : sipelaku 
mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain 
tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum 
atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih 
tepat diterapkan adalah Pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau 
mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain 
(misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya 
atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak 
terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat.  
Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri 
sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula 
bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. 
Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini 
dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku.10 
 Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di 
awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari 
kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur 
                                                          




sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan 
untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari 
ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula 
bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau 
merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus 
menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. 
Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi 
kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, 
adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa 
mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang 
diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang 
lain, tidak dipersoalkan.11 
2)  Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak;  
Kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut 
kejahatan Stellionat, yang berarti “penggelapan hak atas barang-
barang yang tidak bergerak” (onroerende goederen), misalnya : tanah, 
sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa 
harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau 
ikut berhak disitu adalah orang lain.12 
                                                          
11 P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, hal. 632 
12 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hal. 266. 
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3)  Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah 
dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan. Unsur ini 
lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani 
dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), 
bangunan, dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya 
sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain 
terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.13 
Unsur Obyektif:  
1)  Barangsiapa;  
Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka  
yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada sub ayat ke (1) sd ke (6)  
tersebut hanyalah warga negara Indonesia.14 
2)  Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan  
utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan 
partikelir;  
Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang 
penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria 
(pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan 
peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan :  
                                                          
13 Ibid., hal. 266. 
14 Ibid., hal. 661. 
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Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di 
atas tanah-negara (landsdomein) atau tanah-partikulir (particuliere 
landerijen) antara lain adalah :  
a) Agrarische Wet (Stb.1870 no.55 jo Pasal 51 Stb.1925 no.447);  
b) Domeinverklaring (tersebut Pasal 1 Agrarisch Besluit Stb.1870  
no.118) ;  
c) Algemene Domeinverklaring (Stb.1875 no.119a) ;  
d) Domeinverklaring lain-lainnya di luar Jawa ;   
e) Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 no.29  
Stb.1872 no.117 ;  
f) Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya ;  
g) Bepalingen betreffende het Credietverband (KB.6 Juli 1908 no.50,  
Stb.1908 no.542 jo 1909 no.568).  
Peraturan-peraturan di atas telah dicabut dengan Undang-Undang 
Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (UUPA). Karenanya sebagai 
penyesuaiannya maka perkataan Credietverband pada Pasal 385 ini 
harus dibaca sebagai “pinjaman” dari Bank, sesuai dengan 
perundangan yang berlaku (termasuk perundangan hipotik).  
Sedangkan kalimat suatu hak-penggunaan sebidang tanah oleh 
rakyat Indonesia di atas tanah-negara (landsdomein) atau tanah 
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partikulir harus dibaca sebagai “suatu hak-penggunaan sebidang tanah” 
sebagaimana diatur dalam UUPA.33   15 
3) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;  
Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki 
oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-
bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. 
Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok 
Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat 
Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang 
menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi 
didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang masih 
melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan 
oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” 
sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi. 
Sebelum tahun 1960 memang tidak ada satu peraturan yang berlaku 
secara umum di seluruh Indonesia tentang bagaimana orang 
Indonesia itu harus memindah tangankan tanah milik adatnya secara 
sah, dan karenanya cara tersebut diserahkan kepada Hukum Adat 
setempat dan umumnya dilakukan didepan Kepala Desa, walaupun 
cara itu sebenarnya adalah tidak diisyaratkan secara mutlak. Setelah 
tahun 1960 sudah jelas jual beli tanah secara itu adalah tidak sah. Di 




daerah pedalaman di desa-desa umumnya orang menganggap bahwa 
apa yang disebut “girik”, “letter C” atau “surat pipil” itu adalah “bukti 
pemilikan tanah” yang sah., padahal sesungguhnya adalah tidak 
demikian. Surat-surat semacam itu hanyalah merupakan “tanda wajib 
pajak” dalam arti, bahwa orang yang namanya disebutkan di dalam 
surat semacam itu adalah orang yang wajib membayar pajak tanah. Ini 
tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu adalah orang yang 
mempunyai hak milik atas tanah yang pajak tanahnya ia bayar itu.16 
4)     Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah  
     tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain.  
  Unsur ini jauh lebih menunjukan kegiatan menyewakan sebidang 
tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal 
telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama17 
5) Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak  
   Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman.  
   Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-
unsurnya sebagai berikut :  
a. Unsur subyektif.  
1) Melawan hukum.  
                                                          
16 P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, Sinar Baru, 1990), 
hal. 240-241. 
17 S.R.Sianturi, Op. Cit., hal. 662. 
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Yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa 
tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui 
miliknya sendiri;  
2)  Sengaja. Ia telah mengetahui bahwa perbutannnya bertentangan   
dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.  
 
 b. Unsur obyektif.  
1)  Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah,   ruangan 
tertutup, dan sebagainya;  
                R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti 
“masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah 
“masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari 
orang yang berhak”.18 
2)          Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan 
sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan 
orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Pernyataan 
kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan 
perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” 
atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh 
                                                          
18 R. Soesilo, Op. Cit., hal. 145. 
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orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup 
begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila 
pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel 
dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang 
tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual 
sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan 
atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau 
pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak 
dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu 
menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera 
meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga 
kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Jadi 
jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si 
pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di 
rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak 
untuk masuk ke dalam rumah itu.19 
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah 
      Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah  
menetapkan sanksi, keberadannya akan memberikan arah dan 
                                                          
19 Ibid., hal. 146. 
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pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam 
suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. 20 
  Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan 
tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting 
karena di dalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-
perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus 
dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut.21 
  Sebelum sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak 
pidana, terlebih dahulu terdapat berbagai teori yang membahas alasan-
alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). 
Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif.  
1. Teori absolut, (vergeldingstheorie).  
   Menurut teori ini hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan 
terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang 
mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota 
masyarakat.   
2. Teori Relatif (doeltheorie).   
Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut :  
                                                          
20 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi 
dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hal. 82. 
21 Djoki Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, hal. 19.  
29 
 
a. Menyerahkan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau 
terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya 
(speciale preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika 
melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan 
mengalami hukuman yang serupa (generale preventive).   
b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan 
yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa 
menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan 
kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. 22 
Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Pidana terdiri atas:  
4. Pidana Pokok: 
a. Pidana mati;   
b. Pidana penjara;  
c. Pidana kurungan;   
d. Pidana denda;   
e. Pidana tutupan.  
2.  Pidana Tambahan:   
a. Pencabutan hak-hak tertentu;   
b. Perampasan barang-barang tertentu;   
                                                          
22 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, hal. 4. 
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c. Pengumuman putusan hakim.  
  Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang 
dapat diproses dan dijerat dengan Pasal-pasal yang terdapat dalam 
Undang-Undang  Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP, antara lain : Pasal 
penyerobotan lahan (Jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang 
sah), Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam 
menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku memalsukan surat 
menyurat yang ada), Pasal Perusakan (Jika Pelaku melakukan 
perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, Pasal 
Penipuan (Jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat 
dan melawan hukum.  
     Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Menempati Lahan Tanpa Izin 
Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang masih berlaku 
hingga saat ini, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang 
berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana 
kurungan paling lama tiga bulan.  
  Proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas 
seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan 
bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses pidana 
menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak 
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sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim 
Tunggal.  
  Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Pengancaman Sesuai 
ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, sesorang yang bermaksud 
menguasai lahan orang lain biasanya melakukan intimidasi dan ancaman 
kepada pemilik yang sah, dalam kondisi tersebut, hal ini dapat dipidana 
dengan syarat terdapat barang bukti berupa foto pada saat pelaku 
melakukan pengancaman (dengan ataupun tanpa senjata tajam) dan 
terdapat dua orang yang menyaksikan, yang seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat 
hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, jika 
seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, 
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, 
atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri 
maupun orang lain dapat dikenakan  Pasal 335 KUHP. Sesuai ketentuan 
ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat 
dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini 






D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
 Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan 
tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturan-
aturan pemidanaaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah 
yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai 
kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, 
dan tinggi rendahnya pidana. 
       Peranan seorang Hakim sebagi pihak yang memberikan 
pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan 
yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas 
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan 
Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan 
Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam 
mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam 
hal-hal: 
1. Keputusan mengenai peristiwanya 
2. Keputusan mengenai hukumannya, dan 
3. Keputusannya mengenai pidananya 
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     Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan 
segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 
KUHAP). Selanjutnya menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau 
pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan 
penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 
1. Teori keseimbangan 
Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara 
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan 
pihak-pihak yang tesangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara 
lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, 
kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. 
2. Teori pendekatan seni dan intuisi 
Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan 
dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim 
menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap 
pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau 
penuntut umum dalam perkara pidana. 
3. Teori pendekatan keilmuan 
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya 
dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam 
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menjamin konsistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini 
merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, 
Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, 
tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 
wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 
diputusnya. 
4. Teori pendekatan pengalaman 
Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat 
membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya 
sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat 
mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam 
suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun 
masyarakat. 
5. Teori Ratio Decidendi 
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 
yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan 
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar 
hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus 
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.  
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 Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas 
penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan 
tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada 
alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. 
        Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan 
Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya 
dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat 
menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagi putusan dalam 
suatu perkara. 
        Kebebasan Hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui 
pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang 
pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik 
Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada 
ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-
undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan 
caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian. Secara teoritis, ada 
beberapa teori sistem pembuktian yang digunakan untuk membktikan 
perbuatan yang didakwakan, yaitu: 
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1.     Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara 
positif (positief wettelijk bewijstheorie), maksudnya jika terbukti suatu 
perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-
undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem 
ini disebut juga teori pembuktian formal (formale bewijstheorie).  
2.     Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim 
semata conviction in time sistem ini dianut oleh peradilan juri di 
Perancis. Dimana keyakinan Hakim digunakan dalam pembuktian, 
Sebab keyakinan Hakim dianggap menentukan wujud kebenaran 
sejati. 
3. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan 
yang logis laconvication raisonnee konsep gabungan antara sistem 
pertama dan kedua. Menurut teori ini Hakim dapat memutuskan 
sesorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang 
didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu 
kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-
peratturan pembuktian tertentu. 
4.  Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara 
negatif negatief wettljk stelsel hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 
KUHAP. Pasal 183 KUHAP menetapkan, “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
37 
 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari kalimat tersebut nyata 
bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), 
yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai 
dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. 
 
Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka alat alat bukti sah yang dapat 
digunakan Hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang 
dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai 
berikut: 
1.  Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di  
sidang pengadilan. 
2. Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau 
menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan . 
3.  Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang 
memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang 
didengar,dilihat atau yang dialami sendiri ,disertai alasan yang 
tegas dan jelas tentang keterangan tersebut. 
4.  Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena 
penyesuaiannya,baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun 
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dengan tindak pidana itu sendiri,menandahkan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
5. Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan 
tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau 
dialami sendiri. 
 
    Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan 
mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal 
tersebut berpengaruh bagi Hakim. Hakim harus mempertimbangkan 
keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun 
negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut 
umum tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa 
mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus 
kesalahan, maka Hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih 
dalam. Sesuai kode etik setiap Hakim indonesia mempunyai pegangan 
tingkah laku yang harus dipedomaninya, yaitu bahwa didalam 
persidangan seorang Hakim: 
1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum 




a. Menjungjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (right to 
decision) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan 
dilarang menolak untuk mengadilinya. Kecuali ditentukan lain oleh 
undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang 
pantas; 
b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan 
yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, 
mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses 
pemeriksaan (a fair hearing) 
c. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan 
pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjungjung tinggi prinsip 
(nemo judex in resua) 
d.  Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat 
dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang 
sisematis (Reasones and argumentation of decision). Argumentasi 
tersebut harus diawasi (Controleerbaarheid) den diikuti serta dapat 
dipertanggungjawabkan (accountability) guna menjamin sifat 
 keterbukaan (Transparency) dan kepastian  hukum (Legal 
Certainity) dalam proses peradilan 
2. Menjungjung tinggi hak asasi manusia 
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a. Tidak dibenarkan menunjukan sikap memihak atau bersimpati ataupun 
antipati kepada pihak-pihak yang berpekara, baik dalam ucapan 
maupun tingkah laku 
b. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, 
baik dalam ucapan maupun perbuatan. 
c. Harus menjaga kewibawaan dan kehidmatan persidangan antara lain 
serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan 
kata maupun perbuatan. 















A. Lokasi Penelitian 
               Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi penelitian, yaitu : 
Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten Maros 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis data : 
a. Data Primer. 
Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data 
primer yang dimaksud adalah melakukan wawancara terhadap hakim 
yang bersangkutan agar dapat lebih memahami pertimbangan Hukum 
Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut. 
b. Data Sekunder. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. 
Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kabupaten Maros dalam 





2. Sumber data : 
a. Buku-buku yang berhubungan dengan Tindak Pidana. 
b. Jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang Tindak Pidana Penyerobotan. 
c. Artikel-artikel dari internet mengenai hal Hukum dan Tindak Pidana 
Penyerobotan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada penulisan ini dilakukan melalui teknik 
Studi Litelatur dan Studi Lapangan, yang ditujukan untuk memenuhi 
data Sekunder dan data Primer yang diperlukan dan relevan denga 
penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media 
pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti 
data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. 
Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi 
ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep 
yang relevan dalam penelitian ini, yaitu Tindak Pidana Penyerobotan. 
 
D. Analisis Data 
        Penelitian ini bersifat Normatif-Empiris, penulis menggunakan 
bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang 
bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan 
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dengan judul penelitian ini, selain itu penulis juga menganalisa surat 
putusan NO. 24/Pid.B/2016/PN.MAROS beserta melakukan 
wawancara langsung dengan Hakim yang bersangkutan agar dapat 
lebih memahami pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap terdakwa, data yang diperoleh penulis akan 



















BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Prinsip Hukum Pidana Meteril 
1. Kasus Posisi 
Sebuah lokasi tanah yang berada di Dusun Tangnga, Desa 
Punakarya, Kecamatan tanralili, Kabupaten maros menjadi dampak 
keadaan yang kurang baik setelah kedua orang yang bernama H. 
Yunus dan H. Fachruddin mengaku sebagai pemilik tanah dilokasi 
yang sama, hal tersebut pastinya akan memberikan dampak hukum 
bagi keduanya dalam situasi seperti ini dimana H. Yunus dan H. 
Fachruddin sama-sama ingin mempertahankan hak kepemilikannya 
terhadap lokasi tanah tersebut. 
Permasalahan ini berawal tepatnya pada tanggal 29 april 2014 
sekitar pukul 11.00 wita, dimana H. Fachruddin bersama anggota 
Kodim dan anggota Kepolisian serta petugas dari kantor pertahanan 
Kabupaten Maros datang ke lokasi tanah tersebut guna melakukan 
pengukuran untuk memastikan lokasi tanah tersebut, hal itu 
dikarenakan kredit bank dari H. Fachruddin macet sehingga harus 
membuat H. Fachruddin memperjelas lokasi tanah tersebut agar dapat 
dijadikan sebagai jaminan ke bank. 
Kegiatan H. Fachruddin di lokasi tanah tersebut diketahui oleh 
salah seorang keluarga H. Yunus dan langsung segera 
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memberitahukan hal tersebut kepada H. Yunus yang menganggap 
lokasi tanah tersebut dimiliki secara sah oleh H. Yunus, setelah 
mengetahui hal tersebut H. Yunus bersama dengan isteri dan anaknya 
langsung menuju ke lokasi tanah sambll membawa parang guna 
menghalangi H. Fachruddin yang akan mengukur lokasi tanah tersebut 
dengan mengatakan “jangan kamu mengukur lokasi tanah ini, karna 
lokasi ini tidak pernah dijual”. 
Setelah kita membaca sekilas kejadian diatas sepertinya sudah 
jelas jika H. Yunus dapat kita posisikan sebagai orang yang mengaku 
pemilik lokasi tanah tersebut, dan H. Fachruddin sebagai orang yang 
mengakui telah membeli lokasi tanah tersebut dari H. Yunus, namun 
hal apakah yang sebenarnya terjadi antara H. Yunus dan H. 
Fachruddin, sepertinya disini penulis melihat ada ketidak sepakatan 
dan kesalahpahaman antara H. Yunus dan H. Fachruddin sejak 
awalnya, mari kita simak kasus posisi ini lebih rinci. 
Awalnya pada tahun 1991 Kepala Dusun setempat yang 
bernama Patahuddin menyampaikan kepada H. Yunus kalu ada orang 
yang mencari sertifikat tanah untuk dikontrakkan selama 5 tahun, H. 
Yunus pun tertarik dengan hal tersebut dan setelah itu H. Yunus 
bersama Patahuddin ke salah satu kantor notaris di Kabupaten Maros 
untuk menemui perantara yang akan mengontrak sertifikat tanah yang 
dimiliki H. Yunus tersebut, sesampainya disana H. Yunus langsung 
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diminta untuk membubuhi cap jari di kertas kosong, dan setelah itu H. 
Yunus disuruh menunggu diluar, selanjutnya H. Yunus dan Patahuddin 
dibawa ke Makassar menggunakan mobil dan dipertemukan oleh 
perempuan China yang akan mengonntrak sertifikat tanah yang dimiliki 
oleh H. Yunus dan menerima uang sebesar Rp. 14.000.000,- dari 
perempuan China tersebut. 
Setelah kita menelaah lebih rinci latar belakang perkara ini 
ternyata H. Fachruddin sebelumnya sudah pernah memberikan surat 
somasi yang ditujukan keoada H. Yunus untuk tidak melakukan 
kegiatan di lokasi tanah tersebut, tetapi H. Yunus tidak menanggapi 
surat somasi yang telah dibelikan H. Fachruddin tersebut. 
Pada akhirnya H. fachruddin melaporkan H. Yunus kepada 
pihak yang berwajib atas tuduhan penyerobotan tanah, seperti apakah 
respon pihak Penyidik dan Penuntut umum menyikapi laporan dari H. 
Fachruddin, dan apakah hal ini dapat menjadi ketidakjelasan hukum 
bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros  yang memeriksa dan 
mengadili perkara dengan nomor register 24/Pid.B/2016 PN MAROS 







2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Mengenai dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana 
penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa H. Muh. Yunus bin 
Sanre, maka jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim 
Pengadilan Negeri Maros yang mengadili dan memeriksa perkara ini 
sebagai berikut : 
Kesatu 
 Bahwa ia terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre pada hari selasa 
tanggal 29 april 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan april 2014 bertempat di Dusun Tangnga, 
Desa Punakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atau dalam 
daerah ukum Pengadilan Negeri Maros, memaksa masuk dalam 
rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain 
dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, 
dan ataspermintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan 
segera, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut :  
 Bahwa lokasi yang terletak di Dusun Tangnga, Desa Punakarya 
kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan surat ukur nomor :1191 
tahun 1987, sertifikat hak milik nomor : 547 dengan luas 28.217 M2 
(dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas 
nama saksi H. Fachruddin Arief bin H. Arif tertanggal 15 agustus 1987 
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yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh 
Abd. Gani selaku kepala seksi pendaftaran tanah pada kantor agraria 
Kabupaten Maros,  yang menerangkan jika sebidang tanah tersebut 
adalah tanah untuk tanah pertanian adalah milik saksi H. FAchruddin 
Arief bin Arif yang diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa H. Yunus 
bin Sanre seharga Rp. 56.434.000,- (lima puluh enam juta empat ratus 
tiga puluh empat ribu rupiah) berdasarkan akta jual beli nomor : 
212/MR/KMD/IX/1991 tanggal 02 september 1991 yang dibuat dan 
ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Muhadi, SH. Selaku 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Maros dan disahkan oleh 
Patahuddin, S. selaku kepala Dusun Tangnga dengan kesepakatan 
bahwa lokasi tanah tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa H. Yunus bin 
Sanre selaku penjual tetapi hasil yang diperoleh atas lokasi tanah 
tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa H. Yunus bin Sanre tetapi hasil 
yang diperoleh atas tanah tersebut dibagi dua dengan saksi H. 
Fachruddin selaku pembeli, namun hingga saat ini terdakwa H. Yunus 
bin Sanre tidak pernah hasil kepada saksi H. Fachruddin. 
 Bahwa selanjutnya saksi H. Fachruddin ingin menguasai 
kembali lokasi tanah yang dibeli tersebut dan saksi H. Fachruddin 
bersama pihak BPN atas nama saksi Gaga dan saksi Abd. Rahim 
selaku kepala dusun dating ke lokasi tanah tersebut untuk mengukur 
kembali, namun terdakwa bersama isteri dan anaknya datang ke lokasi 
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tanah tersebut sambal membawa parang untuk menghalangi saksi H. 
Fachruddin melakukan pengukuran terhadap lokasi tanah tersebut 
dengan mengatakan, “jangan kamu ukur lokasi ini karena lokasi ini 
tidak pernah saya jual”. 
 Bahwa setelah itu saksi H. Fachruddin sebagai pemilik sah dari 
lokasi tersebut sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) nomor : 547 
dengan luas 28.217 M2 (dua puluh depalan ribu dua ratus tujuh belas 
meter persegi) memberikan teguran (somasi) yang isinya meminta 
dengan hormat kepada terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre agar tidak 
melakukan aktifitas dilokasi  tanah tersebut. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa ersebut, saksi korban H. 
Fachruddin merasa dirugikan sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta 
rupiah) 
 Bahwa perbuatan terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre tersebut 




 Bahwa ia terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre pada hari selasa 
tanggal 29 april 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain bulan april 2014 bertempat di Dusun Tangnga, Desa 
Punakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atau setidak-
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tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum 
Kabupaten Maros, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau 
membebani dengan credit verband suatu hak tanah yang telah 
bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau 
pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui 
yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang 
lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara-cara sebagai berikut : 
 Bahwa lokasi yang terletak di Dusun Tangnga, Desa 
Punakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan surat ukur 
nomor : 1191 tahun 1987, sertifikat hak milik nomor : 547 dengan luas 
28.217 M2 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas meter 
persegi) atas nama saksi H. Fachruddin Arief bin H. Arif tertanggal 15 
agustus 1987 yang dibuat dan ditanfatangani berdasarkan sumpah 
jabatan oleh Abd. Gani selaku kepala seksi pendaftaran tanah ada 
kantor agraria Kabupaten Maros, yang menerangkan jika sebidang 
tanah tersebut adalah tanah pertanian milik saksi H. Fachrudin Arief 
bin H. Arif yang diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa H. Yunus 
bin Sanre seharga Rp. 56.434.000,- (lima puluh enam juta empat ratus 
ribu tiga puluh empat rupiah) berdasarkan akta jual beli nomor : 
212/MR/KMD/IX/1991 tanggal 02 september 1991 yang dibuat dan 
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ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Muhadi, SH. Selaku 
pejabat pembuat akta tanah Kabupaten Maros dan disaksikan oleh 
Patahuddin, S. Selaku kepala Dusun Tangnga dengan kesepakatan 
bahwa lokasi tanah tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa H. yunus bin 
Sanre tetapi hasil yang diperoleh atas tanah tersebut dibagi dua 
dengan saksi H. Fachruddin selaku pembeli, namun hingga saat ini 
terdakwa H. Yunus bin Sanre tidak pernah memberikan hasil kpada 
saksi H. Fachruddin. 
 Bahwa selanjutnya saksi H. Fachruddin ingin menguasai 
kembali lokasi tanah yang telah dibeli tersebut dan saksi H. 
Fachruddin bersama pihak BPN atas nama saksi gaga dan Abd. 
Rahim selaku kepala dusun datang ke lokasi tanah tersebut untuk 
mebgukur kembali, namun terdakwa bersama isteri dan anaknya datan 
ke lokasi tanah tersebut sambal membawa parang untuk menghalangi 
saksi H. Fachruddin melakukan pengukuran terhadap lokasi tanah 
tersebut dengan mengatakan, ‘jangan kamu ukur lokasi ini karena 
lokasi ini tidak pernah saya jual’ 
 Bahwa setelah itu saksi H. Fachruddin sebagai pemilik sah dari 
lokasi tersebut sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 547 dengan 
luas 28.217 M2 (dua puluh depalan ribu dua ratus tujuh belas meter 
persegi) memberikan teguran (somasi) yang isinya meminta dengan 
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hormat kepada terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre agar tidak 
melakukan aktifitas dilokasi  tanah tersebut. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa ersebut, saksi korban H. 
Fachruddin merasa dirugikan sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta 
rupiah) 
 Bahwa perbuatan terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) 
KUHP. 
Komentar : 
Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk 
mendakwa terdakwa pada perkara ini, dimana Pasal 167 ayat (1) 
KUHP dan Pasal 385 ayat (1) KUHP menjadi dasar hukum Jaksa 
Penuntut Umum untuk membawa terdakwa ke proses proses 
persidangan selanjutnya, saya kira hal ini sudah tepat jika kita 
mengingat di KUHP sendiri hanya ada dua pasal yang mengatur 









3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
1. Menyatakan terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre telah secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Memaksa masuk 
dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang 
lain dengan melawan hokum atau berada disitu dengan melawan 
hokum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi 
dengan segera’ sebagaimana dikatur dan diancam dalam Pasal 167 
ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari 
dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dengan perintah 
agar terdakwa tetap ditahan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Fotocopy Akta Jual Beli 
Nomor : 212/MR/XI/1991 yang sebelumnya dibubuhi tanda tangan 
stempel sesuai asli (legalisir) tetap terlampir dalam berkas perkara; 
4. Menyatakan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)  
Komentar : 
Saya rasa tuntutran dari Jaksa Penuntut Umum tidak mendasar dan 
tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, tetapi seperti inilah 
dinamika hukum yang ada di negara kita, dimana Jaksa Penuntut 
Umum harus menuntut terdakwa seberat-beratnya untuk keadilan, 
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yang selanjutnya akan diputuskan oleh Majelis Hakim dengan seadil-
adilnya berdasarkan keadilan ketuhanan yang maha esa. 
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
1. Pertimbangan Hakim  
  Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan 
dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai 
berikut : 
 Pada hari selasa, tanggal 29 april 2014 sekitar jam 11.00 wita, 
dimana terdakwa didatangi oleh keluarga terdakwa dan 
menyampaikan alau ada orang yang melakukan pengukuran diatas 
tanah milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama isteri dan anak 
terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah milik terdakwa kemudian 
di lokasi tersebut terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian dan 
kodim bersama H. Fachruddin bersama petugas dari kantor 
pertahanan Kabupaten Maros dan saat itu terdakwa bersama dengan 
anak isteri dan anak terdakwa langsung melarang H. Fachruddin untuk 
mengukur lokasi tanah karena selama ini terdakwa tidak pernah 
menjual tanah terdakwa kepada orang yang bernama H. Fachruddin 
 Awalnya sekitar tahun 1991 kepala Dusun Baku Pataduddin. S 
datang menemui terdakwa di rumah dan menyampaikan kalua ada 
orang yang mencari sertifikat untuk dikontrak selama 5 (lima) tahun 
dan saat itu kepala Dusun Baku minta terdakwa ke Maros menemui 
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orang tersebut dan sesampai disitu terdakwa dibawa ke kantor dan 
disitu terdakwa ditemui oleh salah seorang laki-laki yang terdakwa 
tidak tahu namanya dan langsung meminta terdakwa untuk 
membubuhkan cap jempol diatas dipandu oleh saksi Salawati dan 
setelah itu lelaki tersebut menyuruh terdakwa bersama dengan 
Patahuddin, S dibawa naik mobil ke Makassar dan saat tiba di 
Makassar terdakwa bertemu dengan seorang wanita China dan 
memberi terdakwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta 
rupiah); 
 Terdakwa hanya bersama dengan Patahuddin, S karena 
terdakwa ke Maros hanya untuk mengontrakkan sertifikat terdakwa 
saja ke orang China bukan untuk menjualnya dan sebelum tinggalkan 
rumah terdakwa sudah sampaikan terlebih dahulu hal tersebut kepada 
isteri terdakwa dan anak terdakwa 
 Lokasi tanah terdakwa yang seluas 28.217 M2 adalah milik 
terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah memberi ganti rugi 
kepada orang tua terdakwa kemudian sertifikatnya terdakwa balik 
nama atas nama terdakwa sedangkan orang yang menggarap tanah 
terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada terdakwa terlebih 
dahulu dansebelumnya terdakwa pernah keberatan atas perbuatan 




 Terdakwa mengenal sertifikat tersebut, karena sertifikat itulah 
yang diambil oleh kepala Dusun Baku waktu itu yang bernama 
Patahuddin, S yang kemudian diberikan kepada perempuan warga 
China. 
 Terdakwa hanya didampingi oleh kepala Dusun Baku yang 
bernama Patahuddin, S tanpa didampingi oleh isterinya 
 Terdakwa mendapatkan lokasi tanah tersebut yaitu terdakwa 
memberikan ganti rugi kepada orrang tua terdakwa yang bernama 
Sanre Tekko, sedangkan menantu terdakwa mendapatkannya dari 
hibah yang terdakwa berikan kepada isterinya yang juga merupakan 
anak kandung terdakwa yang bernama Rabaisa, sedangkan untuk 
Sape, H. Dalle serta Base, mereka menggarap tanah/kebun terdakwa 
tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan terdakwa dan 
sebelumnya terdakwa sudah melarang mereka untuk menggarap 
didalam lokasi tanah terdakwa namun mereka mengancam terdakwa 
dan mau memarangi terdakwa sehingga terdakwa takut dan 
membiarkan menggarap didalam lokasi tanah tersebut 
 Di atas tanah tersebut digarap oleh beberapa orang masing-
masing menantu terdakwa yang bernama Muhammadong, dengan 
luas 1 HA (satu hektar), Sape dengan luas 80 (delapan puluh) are, H. 
Dalle dengan luas 6 (enam) are Dg. Base dengan luas 3 (tiga) are 
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sedangkan sisanya yang 80 (delapan puluh) are tetap terdakwa yang 
kerjakan 
 Terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak orang tua 
terdakwa mewariskannya kepada terdakwa. 
 Kakek terdakwa bersaudara 5 (lima) orang yakni : Hj. Muna, 
Sanre Tekko, Dg. Lewa, Dg. Baba dan Beddu Hasan. 
 Sanre Tekko mempunyai anak Muh. Yunus dan Hapida. 
 Sertifikat atas nama Sanre Tekko nomor SHM : 1192 terbit 18 
agustus 1987; 
 Minuta akta jual beli nomor 212/MR/RMD/IX/1991 dibuat 
tanggal 2 september 1991 
 Terdakwa belum pernah dihukum dan barang bukti yang 
diajukan adalah benar 
 Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya ; 
 Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan 
dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (10 yang 





2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup 
yang dipakai orang lain dengan melawan hokum;atau berada disitu 
dengan melawan hokum; 
3. Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi 
dengan segera, 
Menimbang terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
Ad. 1 Unsur Barang Siapa 
Yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang 
sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ; 
Jaksa penuntut umum telah menghadapkan orang bernama H. 
Muh. Yunus bin Sanre yang telah melalui pemeriksaan di tingkat 
penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan 
sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta 
keterangan terdakwa sendri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang 
yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benarterdakwa, 
orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai 




  Menimbang, bahwa dalam hal ini : 
Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala 
kelengkapannya, baik rohan maupun jasmani, pempunyai fisik yang 
sehat, daya penalaran, dan daya tangkap yang mampu menerima dan 
mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; 
Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan 
yang dilakukannya ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis 
Hakim  berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi dan 
terbukti ; 
Ad.2 Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan 
tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hokum;atau berada 
disitu dengan melawan hokum 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan 
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 
serta petunjuk, serta persesuaiannya dengan barang bukti yang 
diajukan , diperoleh fakta bahwa hari selasa, tanggal 29 april 2014 
sekitar jam 11.00 wita, dimana terdakwa didatangi oleh keluarga 
terdakwa dan menyampaikan kalua ada orang yang akan melakukan 
pengukuran di atas milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama 
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isteri dan anak terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah milik 
terdakwa kemudian dilokasi tersebut terdakwa melihat ada petugas 
dari kepolisian dan kodim bersama H. Fachruddin bersama dengan 
petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Maros dan saat itu 
terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung melarang H. 
Fachruddin untuk mengukur lokasi tanah karena selama ini terdakwa 
tidak pernah menjual tanah terdakwa kepada orang yang bernama H. 
Fachruddin; 
Awalnya sekitar tahun 1991 Kepala Dusun Baku Patahuddin. S 
datang menemui terdakwa di rumah dan menyampaikan kalua ada 
orang yang mencari sertifikat untuk dikontrakkan selama 5 (lima) tahun 
dan saat itu Kepala Dusun Baku meminta terdakwa ke Maros untun 
menemui orang tersebut dan sesampai dimaros terdakwa dibawa  ke 
sebuah kantor dan disitu terdakwa ditemui oleh salah seorang laki-laki 
yang terdakwatidak ketahui namanya dan langsung meminta terdakwa 
untuk membubuhkan cap jempol diatas kertas kosong dipandu oleh 
saksi salawati dan setelah itu lelaki tersebut menyuruh terdakwa 
menunggu diluar kantor dan selanjutnya terdakwa bersama dengan 
Patahuddin. S dibawa naik mobil ke Makassar dan saat tiba di 
Makassar terdakwa bertemu dengan seorang wanita China dan 
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memberi terdakwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta 
rupiah) 
Terdakwa hanya bersama dengan Patahuddin. S karena 
terdakwa ke Maros hanya untuk mengontrakkan sertifikat terdakwa 
saja ke orang China bukan untuk menjualnya dan sebelum terdakwa 
tinggalkan rumah terdakwa sudah sampaikan terlebih dahulu hal 
tersebut kepada isteri terdakwa dan anak terdakwa; 
Lokasi tanah terdakwa yang seluas 28.217 M2 adalah milik 
terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah memberi ganti rugi 
kepada orang tua terdakwa kemudian sertifikatnya terdakwa balik 
nama atas nama terdakwa sedangkan orang yang menggarap tanah 
terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada terdakwa dan 
sebelumnya terdakwa pernah keberatan atas perbuatan orang 
tersebut namun saat itu terdakwa diancam mau diparangi oleh orang 
tersebut; 
Terdakwa mengenal sertfikat tersebut, karena sertifikat itulah 
yang diambil Kepala Dusun Baku waktu itu yang bernama Patahuddin. 
S yang kemudian diberikan kepada perempjan warga China; Bahwa 
saat melakukan perbuatan hokum di depan notaris, terdakwa hanya 
didampingi oleh Kepala Dusun waktu itu yang bernama Patahuddin. S 
tanpa didampingi isteri terdakwa. 
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Terdakwa mendapatkan lokasi tanah tersebut yaitu terdakwa 
memberikan ganti rugi kepada oorang tua terdakwa yang bernama 
Sanre Tekko, sementara enantu terdakwa mendapatkannya dari hibah 
terdakwa berikan kepada istrinya yang merupakan anak kandung 
terdakwa yang bernama Rabaisa, sedangkan untuk Sape, H. Dalle 
serta Base, mereka menggarap sawah/kebun terdakwa tersebut 
adalah tanpa izin dan sepengetahuan terdakwa dan sebelumnya 
terdakwa sudah melarang mereka untuk menggarap didalam lokasi 
tanah terdakwa namun mereka mengancam terdakwa dan mau 
memarangi terdawa sehingga terdakwa merasa takut dan membiarkan 
mereka menggarap didalam lokasi tanah terdakwa tersebut ; 
Di atas tanah tersebut digarap oleh beberapa orang masing-
masing oleh menantu terdakwa yag bernama Muhammadong, dengan 
luas 1 HA (satu hektar), sape dengan luas 80 (delapan puluh) are, H. 
Dalle dengan luas 6 (enam) are, Dg. Base dengan luas 3 (tiga) are 
sedangkan sisanya yang 80 (delapan puluh) are terdakwa kerjakan ; 
Menimbang, bahwa terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak 
orang tua terdakwa/ Sanre Tekko mewariskannya kepada terdakwa. 
Bahwa awalnya kakek terdakwa bersaudara 5 (lima) orang, yakni : Hj. 
Muna, Sanre Tekko, Dg. Lewa, Dg. Baba dan Beddu Hasan. Bahwa 
Sanre Tekko mempunyai anak Muh. Yunus dan Hapida. Baha sertifikat 
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atas nama Sanre Tekko SHM : 1192 terbit 18 agustus 1987 ; Bahwa 
minuta akta jual beli nomor 212/MR/IX/1991 dibuat tanggal 2 
september 1991; Baha terdakwa elum pernah dihukum; Bahwa barang 
bukti yang diajukan adalah benar : 
Perbuatan yang dinormakan dalam unsur tersebut berkaitan 
dengan hak kepemilikan seseorang dimana perlu dibuktikan dalam 
persidangan perdata, maka Hakim pemeriksa tindak pidana tidak 
berwenang memutuskan perihal kepemilikan tanah tersebut. ; 
Perbuatan yang didakwakan telah terbukti sebagaimana 
didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan 
suatu tindak pidana (onslag van recht vervolgin) ; 
Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak 
pergi dengan segera 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan dan 
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 
serta petunjuk, serta persesuaiannya dengan barang bukti yang 
diajukan, diperoleh fakta bahwa pada hari selasa, tanggal 29 april 
2014 sekitar jam 11.00 wita, dimana terdakwa didatangi oleh keluarga 
terdakwa dan menyampaikan kalua ada orang yang akan melakukan 
pengukuran di atas milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama 
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isteri dan anak terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah milik 
terdakwa kemudian dilokasi tersebut terdakwa melihat ada petugas 
dari kepolisian dan kodim bersama H. Fachruddin bersama dengan 
petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Maros dan saat itu 
terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung melarang H. 
Fachruddin untuk mengukur lokasi tanah karena selama ini terdakwa 
tidak pernah menjual tanah terdakwa kepada orang yang bernama H. 
Fachruddin; 
Awalnya sekitar tahun 1991 Kepala Dusun Baku Patahuddin. S 
datang menemui terdakwa di rumah dan menyampaikan kalua ada 
orang yang mencari sertifikat untuk dikontrakkan selama 5 (lima) tahun 
dan saat itu Kepala Dusun Baku meminta terdakwa ke Maros untun 
menemui orang tersebut dan sesampai dimaros terdakwa dibawa  ke 
sebuah kantor dan disitu terdakwa ditemui oleh salah seorang laki-laki 
yang terdakwatidak ketahui namanya dan langsung meminta terdakwa 
untuk membubuhkan cap jempol diatas kertas kosong dipandu oleh 
saksi salawati dan setelah itu lelaki tersebut menyuruh terdakwa 
menunggu diluar kantor dan selanjutnya terdakwa bersama dengan 
Patahuddin. S dibawa naik mobil ke Makassar dan saat tiba di 
Makassar terdakwa bertemu dengan seorang wanita China dan 
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memberi terdakwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta 
rupiah) 
Terdakwa hanya bersama dengan Patahuddin. S karena 
terdakwa ke Maros hanya untuk mengontrakkan sertifikat terdakwa 
saja ke orang China bukan untuk menjualnya dan sebelum terdakwa 
tinggalkan rumah terdakwa sudah sampaikan terlebih dahulu hal 
tersebut kepada isteri terdakwa dan anak terdakwa; 
Lokasi tanah terdakwa yang seluas 28.217 M2 adalah milik 
terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah memberi ganti rugi 
kepada orang tua terdakwa kemudian sertifikatnya terdakwa balik 
nama atas nama terdakwa sedangkan orang yang menggarap tanah 
terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada terdakwa dan 
sebelumnya terdakwa pernah keberatan atas perbuatan orang 
tersebut namun saat itu terdakwa diancam mau diparangi oleh orang 
tersebut; 
Terdakwa mengenal sertfikat tersebut, karena sertifikat itulah 
yang diambil Kepala Dusun Baku waktu itu yang bernama Patahuddin. 
S yang kemudian diberikan kepada perempjan warga China; Bahwa 
saat melakukan perbuatan hokum di depan notaris, terdakwa hanya 
didampingi oleh Kepala Dusun waktu itu yang bernama Patahuddin. S 
tanpa didampingi isteri terdakwa. 
66 
 
Terdakwa mendapatkan lokasi tanah tersebut yaitu terdakwa 
memberikan ganti rugi kepada oorang tua terdakwa yang bernama 
Sanre Tekko, sementara enantu terdakwa mendapatkannya dari hibah 
terdakwa berikan kepada istrinya yang merupakan anak kandung 
terdakwa yang bernama Rabaisa, sedangkan untuk Sape, H. Dalle 
serta Base, mereka menggarap sawah/kebun terdakwa tersebut 
adalah tanpa izin dan sepengetahuan terdakwa dan sebelumnya 
terdakwa sudah melarang mereka untuk menggarap didalam lokasi 
tanah terdakwa namun mereka mengancam terdakwa dan mau 
memarangi terdawa sehingga terdakwa merasa takut dan membiarkan 
mereka menggarap didalam lokasi tanah terdakwa tersebut ; 
Di atas tanah tersebut digarap oleh beberapa orang masing-
masing oleh menantu terdakwa yag bernama Muhammadong, dengan 
luas 1 HA (satu hektar), sape dengan luas 80 (delapan puluh) are, H. 
Dalle dengan luas 6 (enam) are, Dg. Base dengan luas 3 (tiga) are 
sedangkan sisanya yang 80 (delapan puluh) are terdakwa kerjakan ; 
Terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak orang tua 
terdakwa/ Sanre Tekko mewariskannya kepada terdakwa. Bahwa 
awalnya kakek terdakwa bersaudara 5 (lima) orang, yakni : Hj. Muna, 
Sanre Tekko, Dg. Lewa, Dg. Baba dan Beddu Hasan. Bahwa Sanre 
Tekko mempunyai anak Muh. Yunus dan Hapida. Baha sertifikat atas 
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nama Sanre Tekko SHM : 1192 terbit 18 agustus 1987 ; Bahwa minuta 
akta jual beli nomor 212/MR/IX/1991 dibuat tanggal 2 september 1991; 
Baha terdakwa elum pernah dihukum; Bahwa barang bukti yang 
diajukan adalah benar ; 
Saksi korban pernah memberikan surat somasi / peringatan 
terhadap terdakwa untuk meninggalkan tanah sengketa. Namun 
demikian hokum pidana  tidak dikenal konstruksi hokum somatie. 
Konstruksi hokum somatie hanya dikenal dalam lapangan hokum 
perdata berdasarkan keterkaitan hokum/ rechverhouding antar individu 
secara perdata pula. 
Perbuatan yang dinormakan dalam unsur tersebut berkaitan 
dengan hak kepeilikan seseorang dimana perlu dibuktikan dalam 
persidangan perdata, maka hakim pemeriksa tindak pidana tidak 
berwenang memutuskan perihal kepemilikan tanah tersebut. ; 
Perbuatan yang didakwakan telah terbukti sebagaimana 
didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan 
suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging), maka majelis hakim 
akan mempertimbangkan unsur Pasal 385 ke-1 KUHP; dengan unsur 




Yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang 
sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ; 
Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama H. 
Muh. Yunus bin Sanre yang telah melalui pemeriksaan di tingkat 
penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan 
sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta 
keterangan terdakwa sendri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang 
yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benarterdakwa, 
orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai 
dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat 
dakwaan ; 
  Menimbang, bahwa dalam hal ini : 
Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala 
kelengkapannya, baik rohan maupun jasmani, pempunyai fisik yang 
sehat, daya penalaran, dan daya tangkap yang mampu menerima dan 
mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; 
Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan 
yang dilakukannya ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim 
berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi dan 
terbukti. 
Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani 
dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, 
suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah 
yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai 
atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain ; 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan 
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 
serta petunjuk, serta persesuaiannya dengan barang bukti yang 
diajukan, diperoleh fakta bahwa pada hari selasa, tanggal 29 april 
2014 sekitar jam 11.00 wita, dimana terdakwa didatangi oleh keluarga 
terdakwa dan menyampaikan alau ada orang yang melakukan 
pengukuran diatas tanah milik terdakwa dan setelah itu terdakwa 
bersama isteri dan anak terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah 
milik terdakwa kemudian di lokasi tersebut terdakwa melihat ada 
petugas dari kepolisian dan kodim bersama H. Fachruddin bersama 
petugas dari kantor pertahanan Kabupaten Maros dan saat itu 
terdakwa bersama dengan anak isteri dan anak terdakwa langsung 
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melarang H. Fachruddin untuk mengukur lokasi tanah karena selama 
ini terdakwa tidak pernah menjual tanah terdakwa kepada orang yang 
bernama H. Fachruddin 
 Awalnya sekitar tahun 1991 kepala Dusun Baku Pataduddin. S 
datang menemui terdakwa di rumah dan menyampaikan kalua ada 
orang yang mencari sertifikat untuk dikontrak selama 5 (lima) tahun 
dan saat itu kepala Dusun Baku minta terdakwa ke Maros menemui 
orang tersebut dan sesampai disitu terdakwa dibawa ke kantor dan 
disitu terdakwa ditemui oleh salah seorang laki-laki yang terdakwa 
tidak tahu namanya dan langsung meminta terdakwa untuk 
membubuhkan cap jempol diatas dipandu oleh saksi Salawati dan 
setelah itu lelaki tersebut menyuruh terdakwa bersama dengan 
Patahuddin, S dibawa naik mobil ke Makassar dan saat tiba di 
Makassar terdakwa bertemu dengan seorang wanita China dan 
memberi terdakwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta 
rupiah); 
 Terdakwa hanya bersama dengan Patahuddin, S karena 
terdakwa ke Maros hanya untuk mengontrakkan sertifikat terdakwa 
saja ke orang China bukan untuk menjualnya dan sebelum tinggalkan 
rumah terdakwa sudah sampaikan terlebih dahulu hal tersebut kepada 
isteri terdakwa dan anak terdakwa; 
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 Lokasi tanah terdakwa yang seluas 28.217 M2 adalah milik 
terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah memberi ganti rugi 
kepada orang tua terdakwa kemudian sertifikatnya terdakwa balik 
nama atas nama terdakwa sedangkan orang yang menggarap tanah 
terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada terdakwa terlebih 
dahulu dansebelumnya terdakwa pernah keberatan atas perbuatan 
orang tersebut namun saaat itu terdakwa diancam mau diparangi oleh 
orang tersebut; 
 Terdakwa mengenal sertifikat tersebut, karena sertifikat itulah 
yang diambil oleh kepala Dusun Baku waktu itu yang bernama 
Patahuddin, S yang kemudian diberikan kepada perempuan warga 
China; bahwa saat melakukan perbuatan hokum di depan notaris, 
terdakwa hanya didampingi oleh kepala Dusun Baku yang bernama 
Patahuddin, S tanpa didampingi oleh isteri terdakwa. 
 Terdakwa mendapatkan lokasi tanah tersebut yaitu terdakwa 
memberikan ganti rugi kepada orrang tua terdakwa yang bernama 
Sanre Tekko, sedangkan menantu terdakwa mendapatkannya dari 
hibah yang terdakwa berikan kepada isterinya yang juga merupakan 
anak kandung terdakwa yang bernama Rabaisa, sedangkan untuk 
Sape, H. Dalle serta Base, mereka menggarap tanah/kebun terdakwa 
tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan terdakwa dan 
sebelumnya terdakwa sudah melarang mereka untuk menggarap 
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didalam lokasi tanah terdakwa namun mereka mengancam terdakwa 
dan mau memarangi terdakwa sehingga terdakwa takut dan 
membiarkan menggarap didalam lokasi tanah tersebut 
 Di atas tanah tersebut digarap oleh beberapa orang masing-
masing menantu terdakwa yang bernama Muhammadong, dengan 
luas 1 HA (satu hektar), Sape dengan luas 80 (delapan puluh) are, H. 
Dalle dengan luas 6 (enam) are Dg. Base dengan luas 3 (tiga) are 
sedangkan sisanya yang 80 (delapan puluh) are tetap terdakwa yang 
kerjakan 
 Terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak orang tua 
terdakwa mewariskannya kepada terdakwa. Bahwa kakek terdakwa 
bersaudara 5 (lima) orang yakni : Hj. Muna, Sanre Tekko, Dg. Lewa, 
Dg. Baba dan Beddu Hasan. Bahwa Sanre Tekko mempunyai anak 
Muh. Yunus dan Hapida. Bahwa Sertifikat atas nama Sanre Tekko 
nomor SHM : 1192 terbit 18 agustus 1987; Bahwa minuta akta jual beli 
nomor 212/MR/RMD/IX/1991 dibuat tanggal 2 september 1991; Bahwa 
terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa barang bukti yang diajukan 
adalah benar; 
Saksi korban pernah memberikan surat somasi / peringatan 
terhadap terdakwa untuk meninggalkan tanah sengketa. Namun 
demikian hokum pidana  tidak dikenal konstruksi hokum somatie. 
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Konstruksi hokum somatie hanya dikenal dalam lapangan hokum 
perdata berdasarkan keterkaitan hokum/ rechverhouding antar individu 
secara perdata pula. 
Perbuatan yang dinormakan dalam unsur tersebut berkaitan 
dengan hak kepeilikan seseorang dimana perlu dibuktikan dalam 
persidangan perdata, maka hakim pemeriksa tindak pidana tidak 
berwenang memutuskan perihal kepemilikan tanah tersebut. ; 
Perbuatan yang didakwakan telah terbukti sebagaimana 
didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan 
suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging) 
 Terdakwa H.Muh. Yunus bin Sanre terbukti telah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan 
suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging); 
 Oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak 
pidana / onslag van recht vervolging oleh karena itu melepaskan dari 
segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 
kesatu; memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, 




 Terdakwa H. Muh. Yunus bin Sanre terbukti telah melakukan 
perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi 
perbuatan bukanlah merupakan suatu tindak pidana. 
 Oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak 
pidana oleh karena itu melepaskan dari segala tuntutan hukum 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; 
 Oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hokum 
maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 
serta martabatnya harus dipulihkan  dalam keadaan seperti semula; 
 Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -1 (satu) 
lembar fotocopy akta jual beli npmor 212/MR/KMD/XI/1991 tanggal 2 
september 1991 yang sebelumnya dibubuhi tandatangan dan stempel 
sesuai asli (legalisir) ; oleh karena itu diperintahkan agar barang bukti 
tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara 
 Oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan 
hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara; 
 Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 385 ke 1 KUHP 
dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 






Komentar :  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang mengadili dan 
memeriksa perkara dengan Putusan No : 24/Pid.B/2016/PN.Maros 
membenarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tetapi, 
berdasarkan pembuktian selama proses persidangan Majelis Hakim 
tidak melihat adanya tindak pidana dari terdakwa, hal tersebutlah yang 
memperkuat unsur onslag van recht vervolging sebagai bahan 
pertimangan Majelis Hakim. 
2. Putusan Hakim 
1. Menyatakan terdakwa H.Muh. Yunus bin Sanre terbukti telah 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan itu 
bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht 
vervolging); 
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum 
sebagiamana didakwakan dalam dakwaan kesatu; 
3. Menyatakan terdakwa H. Yunus bin Sanre terbukti telah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan 
suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging); 
4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum 
sebagiamana didakwakan dalam dakwaan kedua; 
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5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan 
harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula; 
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar fotocopy 
Akta Jual Beli nomor : 212/MR/KMD/XI/1991 tanggal 2 september 
1991 yang sebelumnya dibubuhi tandatangan dan stempel sesuai asli 
(legalisir) tetap terlampir dalam berkas perkara; 
7. Membebankan biaya perkara pada negara. 
Komentar : 
Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara dengan No. register 24/Pid.B/2016/PN.Maros sudah 
sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan unsur onslag van recht 
vervolging yang memperkuat Majelis Hakim membebaskan terdakwa 
H. Yunus bin Sanre dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal itu 
dikarenakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 
tersebut tidak menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan 












1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan 
nomor register 24/Pid.B/PN.Maros menyatakan terdakwa tersebukti 
telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh 
berdasarkan dakwaan kesatu dan kedua, tetapi Majelis Hakim 
memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut 
bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht 
vervolging). 
2.   Majelis Hakim Menilai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum pada persidangan sudah sesuai dengan perbuatan 
terdakwa, tetapi berdasarkan hasil dari fakta-fakta persidangan Majelis 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 
24/Pid.B/PN.Maros tidak menemukan adanya tindak pidana dari 
perbuatan terdakwa selama berjalannya proses pembuktian, maka dari 
itu unsur onslag van recht vervolging semakin diperkuat dalam hal ini. 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat lebih berhati-hati 
dalam menggunakan segala persuratan tanah yang dimiliki. 
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2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat lebih 
memperhatikan para pejabat pembuat akta tanah untuk menciptakan 
transparansi yang terbuka dalam segala macam perjanjian yang 
berhubungan dengan pertanahan. 
3. Diharapkannya kepada seluruh element hukum yang ada untuk lebih 
aktif dalam hal penanaman edukasi atau penyuluhan hukum tentang 
pertanahan kepada masyarakat pelosok khususnya agar kejadian 















 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jurnal: Balai Lektur 
Mahasiswa (2013) 
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (1983) 
 Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana (1992) 
 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (2004) 
 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia 
(2009) 
 P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan 
terhadap Harta Kekayaan (1990) 
 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi 
Pasal (1990) 
 P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 
(1990) 
 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana 
Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (2005) 
 Djoki Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (2016) 
 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (2014) 
 
 
SUMBER INTERNET 
 
 http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-
unsur.html 
 http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html 
